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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 
Tinjauan Public Relations
2.1.1 
Definisi Public Relations
Keberadaan Public Relations (Humas) di dalam lembaga pemerintah sangat diperlukan, sesuai dengan fungsinya yaitu menumbuhkan sikap positif dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan bidang kehumasan.  Secara tidak langsung kedudukan Public Relations adalah sebagai pondasi perusahaan, organisasi, dan pemerintah, baik positif maupun negatif terhadap kesan masyarakat kepada perusahaan, organisasi dan pemerintah tergantung pada kinerja Public Relations.

Public Relations merupakan fungsi manajemen, bertugas dengan tanggung jawab menjaga reputasi perusahaan, organisasi maupun pemerintahan dalam membentuk, melindungi, dan memperkenalkan kepada masyarakat yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Public Relations dalam perkembangannya berkaitan erat dengan kemajuan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, terutama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi. 
Untuk mengetahui dan memahami Public Relations, peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat mengenai definisi Public Relations. Menurut Marstton (dalam Kasali) Manajemen Public Relations mendefinisikan Public Relations sebagai berikut: Public Relations, is planned persuasive communication, designed to influence significant public. (2000:6)

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa Public Relations perlu direncanakan dalam suatu pendekatan manajemen kepada target-target tertentu. Public Relations melakukan komunikasi dengan cara membujuk (persuasif).   Definisi Public Relations menurut The British of Public Relations yang dikutif oleh Ramdan dalam bukunya Dasar-dasar Humas, yaitu :

Public Relations activity is management of communication beterrn an organization and publics.

Aktivitas Public Relations adalah mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya. (2005:4)

Public Relations merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kegiatan usaha atau bisnis yang menghubungkan antara organisasi atau perusahaan atau publiknya.   Definisi menurut Harlow yang dikutif oleh Ruslan dalam bukunya Manajemen Public Relations dan Manjemen Perusahaan adalah:
Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukubng pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktifitas komunikasi, pengertian, penerimaan, kerjasama, melibatkan dalam persoalan atau permasalahan, membantu manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak secara system (2001:17)

Definisi di atas menerangkan bahwa Public Relations erat kaitannya dengan manajemen. Kegiatan Public Relations membantu kegiatan manajemen yang berkaitan dengan upaya mengubah dan membentuk opini publik terhadap organisasi atau perusahaan dan konsekuensinya bahwa Public Relations harus terlembaga. Sementara itu, menurut The Statement of Mexico yang lebih singkat dikutip oleh Ruslan dalam bukunya Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi adalah sebagai berikut:

Praktik Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konskuensinya, menasehati para pemimpin organisasi dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatn-kegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan public atau umum. (2002:17)

Dengan demikian pengertian Public Relations mempunyai arti lebih singkat bahwa Public Relations harus mempunyai seni yang melaksanakan program dan kegiatannya dalam pengertian mempunyai ide dan saran yang kreatif, imajinatif dalam memajukan manajemen perusahaan. Public Relations mempunyai peranan penting, yaitu dapat meningkatkan serta memberikan masukan atau kritikan yang membangun kepada pimpinannya ketika melakukan kekeliruan dalam melakasanakan tugasnya.

menurut Carfield yang dikutif oleh Abduracman dalam bukunya Dasar-dasar Public Relations adalah sebagai berikut:

Public Relations adalah falsafah dan fungsi manajemen yang diekspresikan melalui kebijakan dan kegiatan-kegiatan untuk melayani kepentingan publik, melakukan komunikasi bagi publiknya untuk menciptakan pengertian dan goodwill dari publiknya. (1995:27)

Public Relations harus dilaksanakan dengan baik untuk menanamkan kepercayaan dan menciptakan pengertian dari publiknya. Definisi Public Relations menurut Cutlip yang dikutip Yulianita dalam bukunya Dasar-dasar Public Relations adalah sebagai berikut :

Public Relations adalah fungsi manajemen yang menyatakan, membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai macam public, dimana hal tersebut dapat menentukan sukses atau gagalnya organisasi atau perusahaan. (1999:34)

Public Relations mempunyai fungsi yang terlipat baik di luar maupun di dalam organisasi. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesuksesan suatu organisasi bergantung pada cara fungsi manajemen Public Relations itu bekerja.   Dengan demikian, fungsi Public Relations berjalan dengan baik maka akan mendapat keberhasilan.
Public Relations menurut Rudy dalam buku Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional, istilah kehumasan diartikan   seperti:

Public Relations adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana (baik ke dalam/internal maupun ke luar/eksternal) antara organisasi dengan masyarakat, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan khusus mengenai pencapaian pengertian bersama (common understanding).   (2005: 78)

Hubungan masyarakat adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan menyelenggarakan komunikasi ke dalam, yaitu  mengadakan perbaikan dan pembenahan melalui membangun budaya perusahaan (bentuk disiplin, motivasi, meningkatkan pelayanan dan produktivitas kerja), sedangkan ke luar berupaya menciptakan kepercayaan citra perusahaan dan mempertahankan citra produknya. Komunikasi antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang atau pelayanan jasa, dan sebagainya demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga yang bersangkutan. Hubungan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik dalam organisasi atau perusahaan.   Kegiatan kehumasan tidak hanya dilakukan berbagai perusahaan, tetapi juga dilakukan oleh organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga termasuk lembaga pemerintah.

2.1.2 Tujuan Public Relations
Tujuan Public Relations menurut Jefkin dalam bukunya Public Relations adalah:
1.      Perbedaan antara PR Nyata dan PR Tak Nyata

Perbedaan pokok antara Humas yang nyata dan yang tidak nyata terletak pada ada tidaknya tujuan-tujuan tertentu, atau bisa tidaknya hasil-hasil Humas itu diukur.  Para pengkritik Humas sering mengatakan bahwa Humas itu adalah sesuatu yang tidak nyata sehingga hasilnya mustahil untuk diukur.    Satu-satunya alasan tentang hasil dari kegiatan Humas tidak bisa diukur adalah tidak adanya tujuan yang menjadi pedoman atau patokan pengukuran. 

Humas yang tidak nyata itu pada dasarnya bersumber kepada kegiatan kehumasan yang tidak terencana dan tanpa tujuan pasti.  Hal ini tidak dapat dipungkiri seandainya pihak yang mengerjakannya hanya menginginkan suatu citra yang hebat atau peliputan media massa penuh akan pujian. Sementara itu, Humas yang nyata sesungguhnya adalah Humas yang mampu menghasilkan suatu manfaat berarti sehingga senantiasa efektif apabila ditinjau dari segi biaya (cost-effective). 
2.      Penetapan Tujuan

Dua cara untuk menetapkan tujuan, yaitu pertama mengadakan riset khusus guna mengidentifikasi masalah yang sekiranya memerlukan penyelesaian Humas, kedua mengadakan serangkaian diskusi atau konsultasi secara mendalam dengan para pimpinan departemen atau kalangan staf inti guna mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan komunikasi paling mendasar yang mereka rasakan. 
3.      Pemilihan Prioritas

Sehubungan dengan terbatasnya sumber daya yang ada maka anda harus menetapkan prioritas, yakni memilih sebagian di antaranya yang paling penting.   Ada dua cara yang dapat di tempuh untuk memilih prioritas. Dari sekian banyak tujuan, pasti ada yang berjangka pendek dan juga berjangka panjang.

4.      Tujuan versus Waktu

Semua organisasi pasti menghadapi batas waktu dalam mengejar tujuan-tujuannya.   Logika seperti ini tentu saja berlaku dalam penetapan besar kecilnya pembayaran bagi para konsultan Humas meskipun jam kerjanya sama, konsultan yang lebih berpengalaman dan lebih terampil jelas berhak mendapatkan pembayaran yang lebih besar.
5.     Tujuan versus Dana 

Jumlah dana senantiasa menentukan jumlah dan kualitas staf suatu perusahaan atau organisasi, serta nilai pekerjaan yang akan disajikan oleh para konsultan Humas.   Batasan dana ini tidak hanya berlaku untuk penyediaan jam kerja, akan tetapi juga pengadaan berbagai hal lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan Humas seperti berbagai peralatan operasional untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan. 

6.      Dampak Terbatasnya Sumber Daya

Keterbatasan waktu, uang, dan sumber daya lainnya harus senantiasa disadari keberadaan dan pengaruhnya. Apabila suatu perusahaan berpegang teguh kepada prinsip manajemen berdasarkan tujuan (management by objectives), ia akan selalu cermat dan realistis dalam memilih jumlah dan jenis tujuan. Ia akan selalu menyesuaikan penetapan tujuan dengan daya dukung yang ada.
7.     Dampak Pencapaian Tujuan 

Apabila sebuah perusahaan atau klien dapat diyakinkan betapa manfaatnya suatu program Humas, selanjutnya mereka akan menaruh kepercayaan terhadap pranata Humas. Pada waktu-waktu mendatang mereka pasti juga akan bersedia memanfaatkan lagi jasa kehumasan, atau bahkan  meningkatkannya. 

2.1.3 Fungsi Public Relations
Cutlip, et. Al. (2000), Saitel (2001) dalam buku Komunikasi Massa Elvinaro Ardianto dkk mengemukakan:
Fungsi Public Relations yang ideal adalah menjadi penasehat manajemen, termasuk sebagai interpreter kebijakan manajemen dan perusahaan serta dapat menampung aspirasi publik (saling pengertian) antara publik dengan perusahaan atau organisasi.  Aktivitas Public Relations itu sendiri mencakup penelitian, analisis, membuat kebijakan, melakukan komunikasi, dan menyimak umpan balik dari publiknya.  

Sedangkan menurut Ruslan pada buku yang berjudul Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1) Memberi penerangan kepada masyarakat.

2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.

3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. (1997: 190)
Pada dasarnya, Public Relations merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, perusahaan, maupun lembaga pemerintah.  Fungsi Humas adalah membina hubungan saling pengertian dengan publiknya, di antaranya menginformasikan dan memberikan penerangan mengenai suatu kebijakan  yang disampaikan oleh pimpinan organisasi kepada publik internal dan publik eksternal.   Seorang public relations dalam menyampaikan pesan komunikasi dapat menarik perhatian dari publiknya dengan menggunakan teknik komunikasi yang baik atau melalui cara-cara persuasif.  Semua kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh opini publik yang favourable.

Yulianti pada buku Dasar-Dasar Public Relations, mengemukakan tiga fungsi public relations, yaitu:
1)      Menjamin dan menilai opini publik yang ada dari organisasi.

2)      Untuk memberikan nasehat/penghargaan pada manajemen. Dalam hubungan dengan opini publik yang ada.

3)      Untuk menggunakan komunikasi dalam rangka mempengaruhi opini publik. (2003: 50)

Yulianita pada buku Dasar-Dasar Public Relations mengemukakan fungsi dari public relations, yaitu:

1)      Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

2)      Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan public, baik public eksternal maupun internal.

3)      Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada public dan menyalurkan opini public kepada organisasi.
4)      Melayani public dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum.(2003: 50)

Berdasarkan kedua fungsi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang fungsi public relations, bahwa pada prinsipnya terdapat 2 fungsi public relations yaitu :
a. Menyampaikan kebijaksanaan manajemen kepada publik
Keberhasilan suatu organisasi adalah atas dasar orang lain yang dapat diartikan sebagai publik.   Disini PRO berfungsi menyampaikan kebijaksanaan yang berlaku dalam organisasi kepada publik, contohnya menyosialisasikan program pemerintah yang bersifat nasional atau mempromosikan suatu produk.
b. Menyampaikan opini publik kepada manajemen
Seorang PRO harus dapat menampung opini dari publik untuk kepentingan organisasi, baik itu kritikan, saran, maupun masukan bagi kepentingan organisasi, selanjutnya PRO mengevaluasi opini publik yang diterimanya, kemudian menginformasikan serta menyampaikannya kepada manajemen tentang opini publik tersebut untuk mencapai saling pengertian yang lebih baik antara organisasi dengan publik yang dituju, melakukan pendekatan komunikasi dengan sejumlah orang yang dimaksud ingin melakukan hubungan.

2.1.4 Peranan Public Relations

Pada dasarnya peranan yang dilakukan oleh seorang Humas (public relations) berdasarkan fungsi serta tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan citra positif di mata publik. Dalam upaya menciptakan, memelihara, dan mempertahankan sikap positif adalah dengan mengembangkan informasi dan komunikasi yang jujur, aktual, serta tepercaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan sehingga peran Humas organisasi tersebut dapat menumbuhkan saling pengertian, rasa simpati, dan dukungan dari publik.

Pengertian yang terencana dan berkesinambungan tersebut merupakan aktivitas Humas sebagai rangkaian kegiatan yang memiliki metode integrasi melalui kebenaran ucapan yang disampaikan secara transparan untuk diketahui oleh publik.

Menurut Dozier dan Broom yang dikutip oleh Ruslan dalam bukunya, Manajemen Humas dan Komunikasi edisi revisi, bahwa peranan Public Relations terbagi menjadi empat kategori dalam suatu organisasi, yakni:
1.      Expert Presciber (Penasihat Ahli)
Sebagai seorang Public Relations yang ahli dan berpengalaman serta memiliki kemampuan tinggi dapat membantu untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan atara perusahaan dengan publiknya. Hubungan Public Relations dengan manajemen perusahaan seperti hubungan antara dokter dengan pasiennya, sehingga pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa saja yang telah disarankan atau diusulkan dari seorang public relations yang memiliki pengalaman dan keterampilan yang tinggi dalam memecahkan serta mengatasi persoalan public relations yang tengah dihadapi oleh perusahaan.
2.      Comunication Fasilitator (Fasilitator Komunikasi)
Dalam hal ini seseorang Public Relations bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari perusahaan, sekaligus harus mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan perusahaan kepada public nya, sehingga komunikasi timbal balik yang dilaksanakan oleh seorang Public Relations dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai dan toleransi yang baik dari pihak kedua.
3.      Problem Solving Process Fasilitator (Fasilitator Proses Pemecahan Masalah)
Peranan public relations adalah hal proses pemecah persoalan public relations, merupakan bagian tim manajemen untuk membantu pimpinan perusahaan sebagai penasehat hingga mengambil tindakan keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional. Biasanya dalam menghadapi krisis yang terjadi dibentuk suatu tim yang terkodinir oleh petugas public relations dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam suatu tim khusus untuk membantu perusahaan yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu.
4.      Comunications Technician (Tehnik Komunikasi)
Pada bagian ini seorang public relations hanya menyediakan layanan teknis komunikasi dan system komunikasi dalam perusahaan tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke tingkatan pimpinan. (2002: 21)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Public Relations atau Humas dalam sebuah organisasi, harus bisa diandalkan sebagai seorang penasehat ahli. Dengan memiliki kemampuan yang handal, Humas dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin timbul antara organisasi dengan publiknya.

Humas dapat berperan penting sebagai fasilitator komunikasi. Dalam hal ini Humas selaku mediator penghubung antara publik dengan organisasi  melalui saling pengertian dan mendengarkan hal yang diinginkan serta diharapkan oleh publik dari organisasi yang diwakilinya. Humas Tidak hanya mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh publik, tetapi juga sebagai seorang penasehat, public relations harus mampu mengambil keputusan secara arif dan bijak dalam mengatasi berbagai persoalan atau krisis yang sedang   dihadapi.    Selanjutnya Humas berperan sebagai mekanisme dalam interaksi sosial program organisasi maupun pemerintah untuk meyakinkan publik. Pesan harus dimengerti dan dipahami oleh publik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
2.1.5 Ruang Lingkup Public Relations

Pada dasarnya hubungan dengan masyarakat bertujuan menanamkan serta mendapatkan pengertian, goodwill, penghargaan, dan kepercayaan dari publik terhadap lembaga yang bersangkutan, baik internal maupun eksternal. Dalam ruang lingkup masing-masing dapat dilihat dari kepentingannya  berkaitan dengan kebijaksanaan perencanaan tindakan dan berperan dalam membina hubungan antara Humas pemerintah dengan masyarakat. 

Publik internal adalah publik yang menjadi satu bagian dari kegiatan lembaga pemerintah itu sendiri.   Tujuan dari hubungan masyarakat ke dalam adalah pada hakikatnya untuk meningkatkan kinerja para karyawan lembaga atau instansi yang bersangkutan.   Hal ini dapat tercapai apabila pemimpin mampu memperhatikan kepentingan-kepentingan para karyawan, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, maupun segi psikologinya. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Komunikasi dan Hubungan Masyarakat bahwa pada hubungan masyarakat ke dalam yang menjadi khalayak adalah:

Hubungan dengan karyawan (employe relations) dengan memperhatikan hubungan-hubungan dengan karyawan lembaga/instansi melalui pengertian bersama saling menghargai. Sehingga dapat diciptakan moral kerja yang baik dan dapat menciptakan citra yang positif terhadap karyawan serta menimbulkan suasana yang harmonis. Hubungan dengan karyawan ini dapat juga dikatakan hubungan dengan memiliki hubungan khusus antara manajemen dengan karyawan dalam kepegawaian secara formal, misalnya mengenai penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat dan juga pemberhatian, pension dan sebagainya. Hubungan dengan pemegang saham (stakheloder relations) begitu juga hubungan dengan pemegang saham, harus dapat terbina hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemegang saham, hal tersebut harus dijaga dan diciptakan. Hubungan tersebut agar mendapatkan hubungan atas kebijakan-kebijakan atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Komunikasi dengan para pemegang saham ini dapat dilaksanakan oleh Public Relations Officer, karena hal tersebut sesuai dengan sifat perusahaan. (1997: 71)

Seorang Public Relations dalam kegiatan ke dalam (internal). Berusaha untuk mengindetifikasi keputusan-keputusan dalam menggunakan fungsi komunikasi sebaik-baiknya sehingga tercapai kerja sama yang harmonis. Hal ini merupakan salah satu fungsi Humas internal.   Selain itu, harus berusaha mengenali untuk mengindetifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran yang negatif (kurang menguntungkan) bagi masyarakat sebelum melakukan tindakan atau menjalankan yang sudah menjadi kebijaksanaan.

Fungsi Public Relations ke luar, harus berusaha untuk membangun  sikap dan gambaran (image) masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama public relations adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara organisasi dengan publik internal maupun publik eksternal dalam rangka upaya menciptakan goodwill, kepercayaan dan kerjasama yang harmonis.

Kedua peran public relations (intern public relations and ekstern public relations) bersifat dua arah, yaitu berorientasi ke dalam (in ward looking) dan ke luar (out ward looking).
 2.1.6 Public Relations Pemerintahan
 Peranan Humas diungkapkan oleh Ramdan dalam buku Dasar-Dasar Humas, bahwa:

Humas dalam lembaga pemerintah seperti departemen, lembaga nondepartemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. (2005: 28)
Definisi di atas menerangkan bahwa Humas dalam lembaga pemerintah berfungsi sebagai saluran langsung antara lembaga dengan lingkungannya sehingga terjadi proses pengambilan keputusan kepada masyarakat.  Dengan demikian keputusan yang dibuat itu dapat dipahami dan diterima serta mampu mengubah publik yang tidak mengerti menjadi mengerti. Hal ini menunjukkan terjadinya interaksi sosial melalui komunikasi dua arah dalam penyampaian pesan kepada penerima pesan secara kondusif. 
Humas pemerintahan yang berada dalam sebuah lembaga pendidikan seperti Humas SMAN 2 Bandung, sangatlah diperlukan sebagai kepanjangan tangan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah pusat untuk menyosialisasikan informasi mengenai program-program yang dicanangkan pemerintah melalui kepala sekolah.
Pada dasarnya tugas Humas pemerintah menurut Ramdan dalam buku Dasar-dasar Humas adalah :

1.      Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyrakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur dan objektif.

2.      Memberikan bantuan kepada media berita (news media) berupa bahan-bahan imformasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi yang penting. Pemerintah merupaka sumber informasi yang penting bagi media karena itu sikap keterbukaan informasi sangat diperlukan.

3.      Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak didalam negeri maupun khalayak luar negeri.  

4.      Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback kepada pimpinan instansi-instansi pemerintahan yang bersangkutan sebagai input. (2005:28)

Definisi di atas menjelaskan bahwa tugas dari Humas pemerintah yaitu memberikan arahan berupa pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal ini para siswa, serta memberikan pelayanan mengenai informasi yang diperlukan masyarakat secara jelas, jujur, dan objektif,   kemudian mengadakan konferensi pers atau bantuan kepada media dalam pemenuhan kebutuhannya akan informasi mengenai kebijakan dan tidak lupa Humas harus menyediakan fasilitas peliputan kepada media untuk acara-acara resmi maupun nonresmi tetapi tetap dalam ikatan dinas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Humas SMAN 2 Bandung harus memiliki keterbukaan agar informasi yang disampaikan kepada media jujur apa adanya, kemudian menganalisis, mengawasi, dan mengevaluasi pendapat serta tanggapan masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Hasil dari opini masyarakat kemudian diinformasikan kepada pemerintah untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.  

2.2   Interaksi Sosial

2.2.1 Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Hal ini dapat dikatakan bahwa interaksi sosial sebagai dasar proses sosial, menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.  Proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu, kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau hal yang akan terjadi apabila ada perubahan- perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Atau dengan perkataan lain, proses sosial diartikan sebagi pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati sebagai berikut:
1.      Faktor imitasi, salah satu positifnya adalah dapat mendoronguntuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.

2.     Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.

3.      Faktor identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.  Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.

4.      Faktor simpati merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain.  Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.

Berdasarkan hal tersebut, faktor-faktor minimal yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi sosial walaupun di dalam kenyataannya proses tersebut sangat kompleks sehingga sulit mengadakan perbedaan secara tegas antara faktor-faktor tersebut.   Jadi, dapat dikatakan bahwa imitasi dan sugesti terjadi lebih cepat walaupun pengaruhnya kurang mendalam apabila dibandingkan dengan identifikasi dan simpati yang secara relatif agak lebih lambat proses berlangsungnya.   

2.2.2 Terjadinya interaksi sosial

Interaksi sosial terjadi dengan adanya aktivitas-aktivitas sosial berupa hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-perorang, orang-perorangan dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok manusia.   Kontak sosial terjadi karena adanya hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya melalui berbicara dengan sarana alat komunikasi, kontak langsung bertatap muka, atau surat menyurat dan lain sebagainya yang menimbulkan terjadinya interaksi sosial.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya, Sosiologi Suatu Pengantar, kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1.      Antara orang-perorangan

Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya.  Proses demikian terjadi melalui sosialisasi (socialization), yaitu suatu proses, dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota.

2.      Antara orang-perorang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya.

Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya.

3.      Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerja sama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum.  Atau apabila dua buah perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan dan seterusnya di suatu wilayah yang baru dibuka.  

Sementara itu, komunikasi  akan memberikan berbagai penafsiran pada perilaku orang lain berupa pembicaraan, gerakan maupun sikap, perasaan-perasaan tentang yang ingin disampaikan orang tersebut sehingga orang lain akan memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan.    Melalui komunikasi, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang-perorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. Jadi, interaksi sosial, kontak tanpa komunikasi tidak mempunyai arti apa-apa karena dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain.   Komunikasi memungkinkan kerja sama antara orang-perorang atau antara kelompok-kelompok manusia sehingga komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama atau mungkin perselisihan sebagai akibat salah paham.
Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok.   Dua syarat terjadinya interaksi sosial adalah:
1.      Adanya kontak sosial (social contact), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antarindividu, antara individu dengan kelompok, antarkelompok.  Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung.

2.      Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan tentang yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.  Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.
2.2.3 Bentuk interaksi sosial  
Pada dasarnya bentuk interaksi sosial terdiri atas kerja sama (cooperation), persaingan (competition), bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict).   Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial.   Keempat bentuk pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan suatu kontinuitas, dalam arti bahwa interkasi itu dimulai dengan kerja sama yanag kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi.  Akan tetapi, ada baiknya untuk menelaah proses-proses interaksi tersebut di dalam kelangsungannya.
Gillin dan Gillin pernah mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi, yaitu ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial.
Berdasarkan Gillin dan Gillin, bentuk interaksi adalah; kesatu, proses yang asosiatif (akomodasi, asimilasi, dan akulturasi), kedua, proses yang disosiatif (persaingan, pertentangan). Sementara itu, menurut Kimball Young, bentuk interaksi adalah kesatu, oposisi (persaingan dan pertentangan); kedua, kerjasama yang menghasilkan akomodasi; ketiga, diferensiasi (tiap individu mempunyai hak dan kewajiban atas dasar perbedaan usia, seks, dan pekerjaan). 

Berdasarkan uraian tersebut, tidak ada perbedaan yang fundamental, namun perbedaan yang tampak hanya pada daya cakup masing-masing sistematika yang apabila digabungkan, diharapkan akan dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas.

2.2.4 Proses interaksi sosial

2.2.4.1 Proses Asosiatif
1.
Kerja sama (Cooperation)


Pada prinsipnya kerja sama merupakan proses interaksi sosial yang dianggap paling penting. Karean begitu pentingnya kerjas sama, Charles H. Cooley menggambarkan sebagai berikut : “Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenehi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna”. 


2.
Akomodasi (Accomodation)


Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan berarti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat.   Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu suatu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.  Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.   Adapun tujuan akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu:

a. Untuk mengurangi pertentangan antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham.   Akomodasi disini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesis antara kedua pendapat tersebut agar menghasilkan suatu pola yang baru;

b. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer;

c. Untuk memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai dalam masyarakat yang mengenal sistem berkasta;

d. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti luas.

2.2.4.2 Proses Disosiatif


Proses-proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional processes, yang persis halnya dengan kerja sama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan.    
1. Persangingan (Competition)


Persaingan sebagai suatu proses sosial tempat individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan yang bersifat pribadi, orang-perorangan, atau individu secara langsung bersaing untuk memperoleh kedudukan tertentu di dalam suatu organisasi.
2. Kontravensi (Contravention)


Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian yang ditandai dengan adanya gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keragu-raguan terhadap seseorang maupun kelompok. Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu.
2.3    Pelayanan Prima
2.3.1 Pengertian Pelayanan
Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dahlan, dkk., 1995:646) menyatakan bahwa pelayanan ialah “usaha melayani kebutuhan orang lain”.  Pelayanan pada dasarnya merupakan kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.  Sejalan dengan hal tersebut, menurut Norman dalam Service Management menyatakan karakteristik pelayanan sebagai berikut:
a. Pelayanan bersifat dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi

b. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata yang bersifat tindakan sosial

c. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat bersamaan. (1991:14)

Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar pemberian pelayanan terbaik.  Pengertian lebih luas disampaikan Daviddow dan Uttal (dalam Sutopo dan Suryanto, 2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan.

Pelayanan publik yang dimaksud dalam keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 (Menpan, 2003:2) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik (Republik Indonesia, 2007:2) memaknai bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2.3.2 Pengertian Pelayanan Prima
Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik.  Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan.  Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban petugas pelayanan sebagai abdi masyarakat.  Agenda perilaku pelayanan sektor publik (SESPANASLAM dalam Nurhasyim, 2004:16) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah:

a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa

b. Pelayanan prima ada apabila ada standar pelayanan

c. Pelayanan prima apabila melebihi standar atau sama dengan standar, sedangkan yang belum ada standar pelayanan terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati hal yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal.
d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas, masyarakat eksternal dan internal

Sejalan dengan hal itu, pelayana prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. “Excellent Service in the Civil Service refers to service discharged by a civil servant that exceeds the requirements of normal responsibilities for the post in terms of quality or output.  The service is exemplary and motivates other civil servans to discharge their duties diligently and competenly” (http.www.msmpu.gov.my, 1993).  Pelayanan umum dapat diartikan memproses pelayanan kepada masyarakat (customer), baik berupa barang maupun jasa melalui tahapan, prosedur, persyaratan-persyaratan, waktu, dan pembiayaan yang dilakukan secara transparan untuk mencapai kepuasan sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam organisasi atau perusahaan.

2.3.3 Standar Pelayanan
Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.  Standar pelayanan mengandung baku mutu pelayanan.  Pengertian mutu menurut Goetsch dan Davis (dalam Sutopo dan Suryanto, 2003:10) merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya.
Dalam teori pelayanan publik, pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada standar pelayanan minimal (SPM).  SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas (http://www.unila.ac.id/~fisip-admneg/mambo-, 2007).

Dalam Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik, standar pelayanan setridak-tidaknya berisi tentang dasar hukum, persyaratan, proses pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan, pengawasan pelayanan pengaduan, saran dan masukan, dan jaminan pelayanan (Ria, 2007:7)
2.3.4 Prinsip-prinsip Pelayanan Prima
Masyarakat selama ini memilki persepsi bahwa pelayanan yang diberikan petugas pelayanan di beberapa instansi kurang bahkan tidak berkualitas.  Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan atau kritik bagi perusahaan tersebut yang salah satunya adalah pelayanan pada bidang pendidikan.  Salah satu keluhan yang sering terdengar adalah rasa tidak puas pelanggan (siswa) pada saat ingin memperoleh informasi dari petugas pelayanan.  Sebagian dari pelanggan merasa informasi yang diberikan kurang jelas.
Adapun perinsip-prinsip pelayanan prima, yaitu sebagai berikut:

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan

2. Kejelasan

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

b. Unit kerja/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan

c. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

4. Akurasi

Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab

Pimpinan pelayanan atau petugas yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam melayani pelanggan (siswa).

7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

8. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika

9. Kedisplinan, kesopanan, dan keramahan

Petugas pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Dalam Tjiptono,  2012:174-175) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan terdiri atas lima dimensi, yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, bukti fisik.
2.3.5 Tujuan dan Manfaat Pelayanan Prima
Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan.  Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa ”pelayanan adalah pemberdayaan”.  Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi profit, sedangkan pelayanan prima pada sektor publik bersifat memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik.
Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai kunci keberhasilan dalam melayani masyarakat.  Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan atau membebani sehingga akan meningkatkan kepercayaan (trust) terhadap perusahaan.

Pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagi pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan.  Penyedia layanan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan akan memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat, dan proses pelayanan yang seharusnya.
2.3.6 Kaitan Teori Pelayanan dengan Sosialisasi Program Humas 

dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Siswa di SMAN 2 

Bandung
Komunikasi merupakan dasar dari setiap usaha antarmanusia.  Dengan berkomunikasi, manusia ingin membagi sesuatu yang dirasakan dan diketahuinya.  Sejak adanya peradaban manusia sampai sekarang ini dan terus berkembang dan semakin penting karena dalam berkomunikasi terjadi proses penyesuaian diri manusia dengan lingkungannya agar menguasai keadaan.
Sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan, peneliti memerlukan kerangka pemikiran yang berupa teori atau pendapat para ahli, yaitu teori mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.  Teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Dimensi Kualitas Pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985).

Dengan menggunakan teori ini, peneliti meneliti proses penyampaian informasi oleh komunikator kepada komunikan, yang dalam penelitian ini pesan dari Humas kepada siswa karena sebuah proses komunikasi dikatakan berhasil apabila pesan dari komunikator dapat sampai kepada khalayak sasaran (komunikan).  Pemahaman ini sangat penting bagi para petugas pelayanan (frontliner) karena profesi petugas pelayanan dalam sebuah perusahaan adalah posisi yang sering kali harus berperan sebagai komunikator sebuah perusahaan.  Untuk menjadi komunikator yang baik, seseorang harus memiliki kredibilitas yang berkualitas.
Untuk mewujudkan penyampaian pesan ini, seorang humas harus mampu melakukan interaksi sosial dan kontak sosial dengan baik.  Agar sebuah pesan dapat sampai kepada khalayak, seorang komunikator harus mengetahui karakteristik khalayaknya.  Hal ini diperlukan agar komunikator dapat menentukan strategi dan media komunikasi yang efektif.  Oleh karena itu, mengenali khalayak merupakan prinsip dasar dalam berkomunikasi.  Dengan mengetahui dan memahami karakteristik penerima (siswa), berarti telah tercipta suatu peluang untuk mencapai keberhasilan komunikasi sehingga Pelayanan Prima oleh Humas SMAN 2 Bandung kepada siswanya dapat terwujud.
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